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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SULAWESI UTARA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  

NOMOR 45 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

SULAWESI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan 

efisien telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan 

dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina 

Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum 

Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara; 

  b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian komposisi 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara serta 

mutasi pegawai sekretariat, maka perlu dilakukan perubahan 

ketiga terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim 

Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi 

Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Utara; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan 

Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim 

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi 

Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Utara. 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang  Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Porvinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Porvinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 377); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1236) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 

2023 Nomor 99); 

  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi 
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Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  448 Tahun 2023 

tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Utara Periode 2023-2028; 

  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 

Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan 

Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 

sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 

Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 

Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan 

Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara; 

 

  
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI 

UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 19 

TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM 

TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI 

UTARA. 

KESATU : Menetapkan perubahan komposisi dan personalia Tim Pembina dan 

Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

bertugas: 

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara; 

b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar 

pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan 

c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan 

hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu 
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wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, 

transparan, efektif dan efisien 

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

bertugas: 

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum 

yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat 

dan mudah; 

b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan 

dengan bidang hukum; 

c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya 

manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan 

d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

  

Ditetapkan di Manado 

Pada tanggal 19 Juni 2023 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

    PROVINSI SULAWESI UTARA, 

 

                       ttd 

 

        KENLY MEYDY POLUAN 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA 

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi 

dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM 

 

 

 

 

Carles Worotitjan 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA 

NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN 
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 
SULAWESI UTARA NOMOR 19 TAHUN 

2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM 
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA 

 

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA 

 

TIM PEMBINA 

NO NAMA JABATAN 

1. Kenly Meydy Poluan Ketua Tim Pembina 

2. Meidy Y. Tinangon Wakil Ketua Tim Pembina 

3. Lanny A. Ointu Tim Pembina 

4. Salman Saelangi Tim Pembina 

5. Awaluddin Umbola Tim Pembina 

6. Lucky Firnandy Majanto Tim Pembina 

TIM TEKNIS 

1. Carles Worotitjan Pemimpin Redaksi 

2. Meidy Malonda Wakil Pemimpin Redaksi 

3. Winda Tulangow Wakil Pemimpin Redaksi 

4. Lidya N. Rantung Sekretaris Redaksi merangkap Editor 

5. Jan Ch. Kumaunang  Editor/Penanggung Jawab 
Perencanaan Kinerja dan Anggaran 

6. Rudy Lalonsang Editor/Penanggung Jawab Sarana 

dan Prasarana 

7. Lani L. A. Alou Editor/Penanggung Jawab Jaringan 

8. Ferdynand L. Raintung Editor/Penanggung Jawab 
Dukungan Anggaran 

9. Greis W. Tamba Editor/Penanggung Jawab Publikasi 

10. Indra Pakaya Admin Website & Medsos 

11. Paige J. Lantu Perpustakaan/Arsip Dokumen 
Hukum 

12. Endah I. Kusumaningtyas Pelaksana Redaksi Bagian Desain 

Grafis/Pengelola Medsos 

13. Juita Purnamasari  Pelaksana Redaksi Bagian 
Pemberitaan/Pengelola Medsos 

14. Alfiaturohmaniah Nafaath Pelaksana Redaksi Bagian 
Pemberitaan/Pengelola Medsos 

15. Clinton Masengi  Pelaksana Redaksi Bagian 
Dokumentasi/Pengelola Medsos 
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16. Arvic Sasolo Pelaksana Redaksi Bagian Design 

Grafis/Pengelola Medsos 

17. Endra Paendong Pelaksana Redaksi Bagian Desain 

Grafis/Pengelola Medsos 

18. Realdy Poeng Pelaksana Redaksi Bagian Desain 

Grafis/Pengelola Medsos 

   

 

 

Ditetapkan di Manado 

Pada tanggal 19 Juni 2023 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

    PROVINSI SULAWESI UTARA, 

 

                       ttd 

 

        KENLY MEYDY POLUAN 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA 

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi 

dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM 

 

 

 

 

Carles Worotitjan 
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